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ABSTRACT  

Royalty payments for the use of musical works often raise legal issues, par-
ticularly regarding the parties responsible in commercial concerts. This study 

aims to analyze the licensing mechanism for the use of copyrighted works 
under Law No. 28 of 2014, identify the parties responsible for paying royalties 
in concerts, and examine these obligations from an Islamic legal perspective 

as interpreted by the Indonesian Ulema Council (MUI). The research method 
used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. 
The results of the study show inconsistencies between Article 9 paragraphs 

(2)-(3) and Article 23 paragraph (5) of the Copyright Law, which create legal 
uncertainty regarding the licensing mechanism for the use of copyrighted 

works. In commercial concerts, the EO is designated as the party most re-
sponsible for royalty payments because it manages all aspects of the event 
and derives economic benefits. From an Islamic legal perspective, copyright 

falls under ḥuqūq māliyyah, which must be protected, and violations of it are 

categorized as ẓulm. Therefore, royalty payments are a religious obligation to 
uphold the principles of justice and protection of property rights in transac-
tions. 
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ABSTRAK  
Pembayaran royalti atas penggunaan karya cipta musik sering menimbulkan 
permasalahan hukum, khususnya terkait pihak yang bertanggung jawab 

dalam konser komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
mekanisme perizinan penggunaan karya cipta menurut UU No. 28 Tahun 
2014, mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab membayar royalti 

dalam konser, serta mengkaji kewajiban tersebut menurut perspektif hukum 
Islam sebagaimana difatwakan MUI. Metode penelitian yang digunakan 

adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan 
dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi antara 
Pasal 9 ayat (2)-(3) dan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, yang menimbulkan 

ketidakpastian hukum terkait mekanisme perizinan penggunaan karya cipta. 
Dalam konser komersial, EO ditetapkan sebagai pihak yang paling 

bertanggung jawab atas pembayaran royalti karena mengelola seluruh aspek 
penyelenggaraan dan memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam perspektif 

hukum Islam, hak cipta tergolong ḥuqūq māliyyah yang wajib dilindungi, dan 

pelanggaran terhadapnya termasuk dalam kategori ẓulm. Oleh karena itu, 

pembayaran royalti merupakan kewajiban syar'i untuk menjaga prinsip 
keadilan dan perlindungan hak kekayaan dalam muamalah.  
Kata Kunci: Hak Cipta; Royalti; Konser Musik; Fatwa MUI  
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PENDAHULUAN 
 Hak Kekayaan Intelektual (HKI), atau HaKI, merupakan hak atas hasil 

olah pikir manusia yang menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat 
(Rizkia & Ferdiansyah, 2022), seperti paten, merek, hak cipta, desain 

industri, dan lainnya (Indarsen, 2023). Dalam konteks ini, hak cipta memiliki 
peran penting dalam melindungi karya-karya kreatif, termasuk lagu 
dan/atau musik. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis 
setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi 
pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Hak cipta memberikan dua hak utama: hak moral yang melekat secara 
pribadi pada pencipta dan tidak dapat dialihkan, serta hak ekonomi yang 

memungkinkan pencipta memperoleh manfaat finansial atas karyanya 
(Tambunan, 2024). Lagu, sebagai bagian dari karya cipta, bukan hanya 
media hiburan, tetapi juga sarana ekspresi, representasi budaya, bahkan 

bentuk dakwah (Ridha, 2022). Lagu dapat dinikmati secara langsung, seperti 
konser dan pertunjukan, maupun tidak langsung melalui media digital 

seperti YouTube, Spotify, iTunes, dan lainnya (Oley et al., 2015). 
Pemanfaatan lagu dalam konser musik menjadi salah satu bentuk 

pemanfaatan hak ekonomi (Samhita & Nugrahani, 2024b). Konser umumnya 

melibatkan empat struktur penyelenggaraan: (1) pencipta sebagai musisi 
sekaligus EO, (2) pencipta sebagai musisi bekerja sama dengan EO lain, (3) 
musisi membawakan lagu orang lain sekaligus menjadi EO, dan (4) musisi 

sebagai pengisi acara yang membawakan lagu ciptaan orang lain dalam 
konser yang diselenggarakan EO pihak lain. Penelitian ini fokus pada 

struktur keempat karena kompleksitas pihak yang terlibat seringkali 
menimbulkan persoalan hukum terkait pembayaran royalti. 

Royalti sebagai bentuk perlindungan hak ekonomi pencipta diatur 

dalam Pasal 1 ayat (21) UU Hak Cipta sebagai imbalan atas pemanfaatan hak 
ekonomi suatu ciptaan. Mekanisme penghimpunan dan distribusinya 
dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen 

Kolektif Nasional (LMKN), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (22) 
(Indonesia, 2014). LMKN bertugas menarik royalti dari pihak yang 

menggunakan karya cipta secara komersial, baik mereka yang menjadi 
anggota LMK maupun tidak, sesuai dengan pasal 12 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah No. 56 Tahun 2021.  

PP No. 56 Tahun 2021 pasal 3 ayat (1) dan (2) menetapkan bahwa 
konser musik merupakan salah satu bentuk layanan publik bersifat 

komersial yang wajib membayar royalti. Layanan lain yang termasuk kategori 
ini mencakup restoran, bar, bioskop, hotel, kendaraan umum, nada tunggu 
telepon, bank, pusat perbelanjaan, dan sebagainya (Indonesia, 2021). Oleh 

karena itu, konser musik memiliki tanggung jawab hukum dalam menjamin 
hak pencipta melalui pembayaran royalti yang sah.  

Meskipun telah diatur dalam UU dan PP, implementasi mekanisme 

pembayaran royalti dalam konser kerap bermasalah, terutama karena 
ketidakjelasan pihak yang wajib membayar. Hal ini terlihat pada konser yang 

melibatkan musisi sebagai pengisi acara tanpa keterlibatan langsung dalam 
penyelenggaraan, dan karya yang dibawakan adalah milik pencipta lain 
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(Awaliyah, 2025). Kebingungan muncul terkait apakah musisi, EO, atau 
keduanya yang bertanggung jawab melakukan pembayaran royalti kepada 

pencipta melalui LMK.  
Selain itu, terdapat perbedaan penafsiran antara Pasal 9 ayat (2) dan 

Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta. Pasal 9 ayat (2) mewajibkan izin dari pencipta 
untuk setiap pelaksanaan hak ekonomi, sementara Pasal 23 ayat (5) 
memperbolehkan penggunaan komersial tanpa izin langsung, selama royalti 

dibayarkan melalui LMK. Perbedaan ini menjadi dasar perdebatan dalam 
praktik hukum, sebagaimana terlihat pada kasus Agnez Mo dan Ari Bias. 
Agnez Mo membawakan lagu “Bilang Saja” milik Ari Bias dalam beberapa 

konser tanpa izin langsung dari pencipta, dan berpegang pada Pasal 23 ayat 
(5). Sebaliknya, Ari Bias menggugat berdasarkan Pasal 9 ayat (2), menilai 

bahwa izin eksplisit tetap diperlukan dan tidak adanya royalti yang 
tersalurkan kepadanya. Agnez Mo dalam pembelaannya menyatakan bahwa 
kewajiban pembayaran royalti terletak pada EO sebagai penyelenggara 

konser, bukan dirinya sebagai artis undangan. Hal ini menimbulkan 
diskursus tentang pihak yang memiliki kewajiban hukum dalam praktik 

industri musik, khususnya dalam struktur konser pihak ketiga tersebut.  
Beberapa penelitian terdahulu telah membahas persoalan serupa. 

Fredy Bagus Kurniawan & Marsitiningsih (2025) meneliti penegakan hukum 

atas pelanggaran hak cipta dalam konser Dewa 19 menyoroti pentingnya 
mediasi sebagai langkah penyelesaian sengketa yang efektif (Kurniawan & 
Marsitiningsih, 2025). Penelitian Samhita & Nugrahani (2024) mengkaji 

pembayaran royalti dalam konser musik HUT BNI yang menyimpulkan 
bahwa BNI wajib membayar Royalti kepada pemiliki hak cipta melalui LMK 

(Samhita & Nugrahani, 2024a). Penelitian Hayati (2024) menyoroti penerapan 
sistem royalti dalam musik digital pada era digital yang memiliki dampak 
positif terhadap hak ekonomi pelayanan publik digital (Hayati, 2024). 

Penelitian Hafiz dkk (2021) menegaskan perbedaan kewenangan antara LMK 
dan LMKN dalam pengelolaan royalti (Hafiz et al., 2021). Namun, belum ada 
kajian mendalam mengenai pertanggungjawaban pembayaran royalti 

penyelenggaraan konser dalam kacamata fatwa MUI. 

Dalam perspektif hukum Islam, hak cipta termasuk dalam ḥuqūq 
māliyyah, yakni hak kekayaan (harta) yang diakui dan dilindungi. Mengambil 

harta orang lain tanpa izin sangat dilarang dalam ajaran islam (Husna & Per-
mata, 2024). Meskipun islam secara tegas melarang pengambilan harta tanpa 

izin, praktik penggunaan karya cipta lagu tanpa persetujuan atau kerelaan 
pencipta dalam konser musik masih kerap ditemukan. Dalam sebuah hak 
cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi (haq al-iqtishadi) dan hak moral 

(haq al-adabi). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta 
berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut (Sutisna, 

2021). Royalti sebagai wujud hak ekonomi pencipta menghadapi kendala 
dalam implementasinya karena kompleksitas pihak yang terlibat dalam 

konser musik menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa yang wajib 
membayar royalti. 

Dalam konteks ini, Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang hak cipta 

memiliki urgensi sebagai rujukan moral-religius bagi masyarakat Muslim 
Indonesia. Pembentukan MUI oleh pemerintah mengindikasikan pengakuan 
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terhadap peran fatwa sebagai instrumen yang memberikan panduan etis 
dalam permasalahan hukum modern, termasuk perlindungan hak cipta. 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2003 menegaskan bahwa hak 
cipta termasuk kekayaan yang harus dijaga dan tidak boleh dilanggar. Hal 

ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta lagu 
merupakan bagian dari prinsip keadilan dalam syariat Islam.  

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini memfokuskan pada tiga 

rumusan masalah: (1) bagaimana mekanisme perizinan penggunaan karya 
cipta menurut UU No. 28 Tahun 2014; (2) siapa yang bertanggung jawab 
membayar royalti dalam penyelenggaraan konser komersial; dan (3) 

bagaimana pandangan hukum Islam melalui Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 
terhadap penggunaan karya cipta milik orang lain dan kewajiban 

pembayaran royalti tersebut. 
 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian 
hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang 

menelaah hukum sebagai norma, kaidah, asas, prinsip, doktrin, teori 
hukum, serta literatur hukum lainnya guna menjawab permasalahan hukum 
yang diteliti (Muhaimin, 2015).  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk 
mengkaji regulasi terkait mekanisme perizinan penggunaan karya cipta milik 
orang lain serta penentuan pihak yang berkewajiban membayar royalti 

kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak 
Cipta. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-
konsep hukum dalam praktik serta kesesuaiannya dengan kenyataan yang 

berkembang di tengah masyarakat.  
Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan 

menggambarkan secara sistematis serta menganalisis bagaimana ketentuan 

mengenai perizinan penggunaan karya cipta milik orang lain dan kewajiban 
pembayaran royalti oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan 

konser, serta sejauh mana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam 
UU No. 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003.  

Data yang digunakan adalah data hukum primer, seperti undang-

undang dan fatwa MUI, serta bahan hukum sekunder, seperti literatur 
hukum yang relevan. Seluruh data diolah dan dianalisis secara kualitatif 

dengan menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari 
kaidah umum menuju penjelasan atas peristiwa atau kasus konkret.  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Penggunaan Karya Cipta Milik Orang Lain 
Karya cipta merupakan hasil olah pikir manusia yang orisinal dan 

memiliki nilai intelektual, sehingga layak mendapatkan perlindungan hukum 

sebagai bentuk penghargaan atas kreativitas dan inovasi penciptanya. 
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Perlindungan ini diwujudkan dalam bentuk hak cipta, yang dalam sistem 
hukum Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta (UUHC).  
UUHC menyatakan bahwa hak cipta terdiri atas dua jenis hak utama, 

yaitu hak moral (moral rights) dan hak ekonomi (economic rights). Hak moral 
adalah hak yang melekat secara pribadi pada pencipta dan tidak dapat 
dialihkan atau dihapuskan oleh pihak manapun. Sebaliknya, hak ekonomi 

berkaitan dengan wewenang pencipta untuk mendapatkan manfaat finansial 
dari karya yang diciptakannya, termasuk melalui penggunaan atau 

eksploitasi oleh pihak lain (Atmadja, 2023). 
Salah satu bentuk hak ekonomi yang paling signifikan dalam konteks 

musik adalah hak pertunjukan publik (public performance rights), 

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC, yang menyatakan 
bahwa pencipta berhak untuk mempertunjukkan ciptaannya. Dalam hal ini, 

penyelenggaraan konser atau pertunjukan musik komersial termasuk dalam 
lingkup pertunjukan publik yang secara hukum memerlukan perlindungan 
dan pengaturan yang tegas.  

Namun, dalam praktiknya, terdapat ketimpangan normatif dalam 
UUHC yang menimbulkan ambiguitas terhadap mekanisme perizinan 
penggunaan karya cipta milik orang lain. Ketimpangan ini tampak jelas pada 

Pasal 9 ayat (2) dan (3), yang mewajibkan setiap orang untuk mendapatkan 
izin pencipta sebelum memanfaatkan karya cipta secara ekonomi, serta 

melarang penggunaan komersial tanpa izin tersebut. Ketentuan ini 
menunjukkan bahwa konser berbayar dan bentuk kegiatan ekonomi lainnya 
tidak diperbolehkan tanpa izin eksplisit dari pencipta atau pemegang hak 

cipta.  
Di sisi lain, Pasal 23 ayat (5) UUHC menyebutkan bahwa setiap orang 

dapat menggunakan karya cipta untuk pertunjukan komersial tanpa 
meminta izin terlebih dahulu, asalkan membayar royalti melalui Lembaga 
Manajemen Kolektif (LMK). Ketentuan ini memunculkan inkonsistensi 

regulatif, karena secara implisit memberikan pengecualian terhadap prinsip 
izin yang telah ditegaskan sebelumnya.  

Inkonsistensi antara pasal-pasal tersebut menciptakan ketidakpastian 

hukum (legal uncertainty) yang berpotensi menimbulkan kerancuan dalam 
penerapannya. Hal ini sangat relevan dengan asas kepastian hukum sebagai 

bagian dari prinsip negara hukum, yang menuntut bahwa setiap aturan 
hukum harus disusun dengan logis, konsisten, dan dapat diprediksi oleh 
masyarakat (Hotta, 2025).  

Dalam perspektif hukum normatif, ketidakselarasan seperti ini juga 
bertentangan dengan adagium hukum "Lex rejicit superflua, pugnantia, 
incongrua", yang berarti bahwa hukum menolak ketentuan yang berlebihan, 
saling bertentangan, atau tidak layak (Daminsky & Priyanto, 2022). 

Akibatnya, para pelaku industri musik, khususnya penyelenggara konser 
dan musisi, menghadapi kebingungan dalam menentukan apakah mereka 
harus memperoleh izin langsung dari pencipta atau cukup dengan membayar 

royalti melalui LMK.  
Ketidakjelasan tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan konflik 

antara pengguna karya dan pencipta, tetapi juga membuka celah terjadinya 
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pelanggaran hak cipta secara sistematis. Oleh karena itu, sangat penting 
untuk dilakukan peninjauan ulang terhadap ketentuan dalam UUHC, 

khususnya terkait dengan prosedur perizinan dan pelaksanaan pembayaran 
royalti dalam pertunjukan musik komersial. Revisi ini diharapkan dapat 

menghadirkan regulasi yang koheren, operasional, dan mudah dipahami oleh 
seluruh pihak yang terlibat, serta menjamin perlindungan optimal terhadap 
hak-hak pencipta. 

 
B. Penanggung Jawab Pembayaran Royalti   

Industri musik Indonesia mengalami perkembangan signifikan (Hi-

dayatullah, 2021), khususnya dalam bentuk penyelenggaraan konser yang 
melibatkan berbagai pihak, antara lain Event Organizer (EO) dan musisi se-

bagai performer. Dalam praktiknya, struktur penyelenggaraan konser sering-
kali menunjukkan bahwa musisi hanya berperan sebagai pengisi acara yang 
diundang untuk membawakan lagu termasuk lagu milik pencipta lain dalam 

konser yang diselenggarakan oleh EO pihak ketiga.  
Salah satu ilustrasi yang relevan untuk menggambarkan kompleksitas 

hubungan ini adalah kasus Agnez Mo dan Ari Bias, di mana Agnez Mo tampil 
membawakan lagu "Bilang Saja" ciptaan Ari Bias dalam konser yang diseleng-
garakan oleh PT. Aneka Bintang Gading. Kasus tersebut memunculkan per-

tanyaan mendasar dalam ranah hukum hak cipta: siapakah pihak yang 
secara hukum bertanggung jawab melakukan pembayaran royalti kepada 

pencipta?  
Menurut Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ten-

tang Hak Cipta (UUHC), setiap orang dapat melakukan penggunaan komer-

sial atas suatu ciptaan dalam pertunjukan tanpa harus meminta izin terlebih 
dahulu kepada pencipta, asalkan melakukan pembayaran royalti melalui 
Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 

87 ayat (2) UUHC, yang menegaskan bahwa pengguna hak cipta dan hak 
terkait yang memanfaatkan karya untuk kepentingan komersial wajib mem-

bayar royalti kepada pencipta melalui LMK. Regulasi turunan berupa PP No 
56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/Musik pasal 3 
ayat (1) juga menyebutkan bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan 

komersial lagu dan/atau music dalam layanan publik bersifat komersial 
dengan kewajiban membayar royalti melalui LMKN. 

Permasalahan muncul karena frasa "setiap orang" yang dimaksud ada-

lah mereka yang menggunakan karya cipta lagu/musik tersebut untuk suatu 
kegiatan komersial dan/atau untuk kepentingan yang berkaitan dengan 

kegiatan komersial (Panjaitan & Sinaga, 2017). Dalam ketentuan tersebut 
tidak secara eksplisit menunjuk kepada EO atau musisi sebagai pihak yang 
wajib membayar. Dalam praktik konser, baik EO maupun musisi sama-sama 

memanfaatkan karya cipta lagu: EO memperoleh keuntungan dari penjualan 
tiket dan sponsorship, sedangkan musisi mendapatkan honor atau bayaran 

atas penampilannya.  
Ketidakjelasan ini menimbulkan potensi sengketa antara pihak-pihak 

yang terlibat, serta memperbesar risiko pelanggaran hak ekonomi pencipta. 

Oleh karena itu, diperlukan acuan pelaksana yang lebih operasional. Salah 
satu regulasi turunan yang menjadi acuan adalah Keputusan Menteri 
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Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-
02 Tahun 2016 dan Lampiran Keputusan LMKN tentang Pengesahan Tarif 

Royalti untuk Konser Musik, dalam pasal 1 ayat 4 yang mengatur bahwa: 
“Tarif royalti bagi konser musik dengan penjualan tiket dihitung berdasarkan 

hasil kotor penjualan tiket (gross ticket box) dikalikan 2%, dan untuk tiket 
gratis (complimentary ticket) dikenakan tarif 1%.”  

Secara faktual, EO merupakan pihak yang mengelola seluruh aspek 

penyelenggaraan konser, mulai dari perencanaan, promosi, hingga penjualan 
tiket (Rumondor et al., 2024). Dengan demikian, EO memiliki akses langsung 
terhadap data hasil penjualan dan menjadi pihak yang paling rasional dan 

layak untuk memikul tanggung jawab pembayaran royalti kepada LMK. Hal 
ini sesuai dengan teori pertanggungjawaban hukum, yang menempatkan 

beban tanggung jawab pada pihak yang memiliki kendali dominan atas 
kegiatan yang berisiko menimbulkan dampak hukum (Fridawati et al., 2024).  

Namun demikian, dalam praktik, tidak menutup kemungkinan terjadi 

pembagian tanggung jawab antara EO dan musisi melalui kesepakatan 
kontraktual atau perjanjian. Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab 

diistilahkan dengan akad, iltizam. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan 
kontrak, perikatan, perjanjian atau persetujuan (Dalimunthe et al., 2023). 
Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian 
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya.”  

Berdasarkan asas tersebut, EO dan musisi dapat mengatur sendiri 
pembagian tanggung jawab pembayaran royalti (Sulistiyarini, 2018), 

sepanjang kesepakatan dilakukan secara sukarela, transparan dan tidak 
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. 
Misalnya, EO dapat mengalihkan sebagian beban royalti kepada musisi 

dengan syarat bahwa musisi memperoleh akses terhadap informasi 
penjualan tiket secara jelas dan akurat.  

Dari perspektif keadilan komutatif, pembagian tanggung jawab seperti 
ini dapat diterima selama proporsional dengan manfaat ekonomi yang 
diterima masing-masing pihak. Oleh karena itu, kejelasan perjanjian antara 

EO dan musisi menjadi penting untuk mencegah konflik di kemudian hari 
serta memastikan hak-hak pencipta tetap terlindungi sebagaimana mestinya.  

Transparansi data penjualan tiket menjadi elemen kunci dalam 

implementasi perjanjian antara Event Organizer (EO) dan musisi, khususnya 
dalam hal pembagian tanggung jawab atas pembayaran royalti kepada 

pencipta lagu. EO, sebagai pihak yang mengelola seluruh proses 
komersialisasi konser, wajib menyediakan laporan yang akurat dan rinci 

mengenai jumlah tiket yang terjual, harga tiket, serta jumlah tiket gratis 
(complimentary ticket) kepada musisi atau pihak terkait.  

Transparansi ini memiliki dua fungsi utama: pertama, untuk 

memastikan perhitungan royalti yang tepat sebagaimana ditetapkan dalam 
peraturan LMKN; kedua, untuk mencegah potensi sengketa di kemudian hari 

akibat adanya informasi yang disembunyikan atau dimanipulasi. Kewajiban 
ini juga mencerminkan prinsip akuntabilitas kontraktual, di mana para 
pihak tidak hanya terikat secara hukum oleh kontrak, tetapi juga memiliki 
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tanggung jawab moral dan administratif untuk menjalankannya secara 
terbuka dan jujur (Fatimah & Asyiah, 2025).  

Sebagai alternatif praktis untuk meningkatkan transparansi, EO dapat 
menerapkan sistem pembayaran honorarium (fee) kepada musisi 

berdasarkan skema proporsional terhadap jumlah tiket yang terjual 
(performance-based fee). Dalam model ini, besaran honor musisi disesuaikan 
dengan performa penjualan tiket konser. Skema ini tidak hanya 

memungkinkan musisi untuk mengakses data penjualan secara tidak 
langsung, tetapi juga memberikan insentif bagi musisi untuk memberikan 

performa terbaik, karena keberhasilan acara akan berdampak langsung pada 
besaran honor yang diterima. 

Lebih dari itu, pendekatan ini menciptakan sistem yang saling 

menguntungkan (win-win solution) dan sesuai dengan prinsip keadilan 
distributif, di mana pembagian hasil atau beban didasarkan pada kontribusi 

dan manfaat yang diperoleh masing-masing pihak (Pane et al., 2025). Bagi 
EO, sistem ini dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan konser, 
sedangkan bagi musisi, sistem ini memastikan bahwa mereka tidak hanya 

menjadi pelengkap acara, tetapi juga mitra strategis dalam keberhasilan 
konser secara keseluruhan. 

Dengan demikian, fleksibilitas kontraktual yang dibingkai oleh 
transparansi dan prinsip keadilan dapat menciptakan mekanisme 
pembayaran royalti yang tidak hanya adil dan proporsional, tetapi juga 

akuntabel dan berkelanjutan. Model semacam ini diharapkan dapat 
mendorong profesionalisme dalam industri musik Indonesia, serta menjamin 
perlindungan hak-hak pencipta secara efektif di tengah kompleksitas 

hubungan antarpelaku industri. 
 

C. Analisis Penggunaan Karya Cipta Perspektif Fatwa MUI No. 1 Tahun 
2003 Tentang Hak Cipta 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2003 secara tegas 

menyatakan bahwa hak cipta termasuk dalam kategori ḥuqūq māliyyah (hak 
kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal 
(kekayaan) (MUI, 2003). Oleh karena itu, penggunaan karya cipta milik orang 

lain tidak diperbolehkan tanpa persetujuan atau kerelaan pemiliknya, 
kecuali dalam kondisi dan syarat yang dibenarkan oleh hukum. 

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Syu’ara [26]: 183: 

يْنَ  دى  وَلََ تَ بْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۤءَهُمْ وَلََ تَ عْثَ وْا فِى الََْرْضى مُفْسى
“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 

janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” 
Demikian pula dalam hadis Nabi SAW: 

يهى شَيْءٌ،   نْ مَالى أَخى مْرىئٍ مى يبى خَطبََ نَا رَسُولُ اللهى صَلَّى اللهُ عَلَيْهى وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: " أَلََ وَلََ يَىَلُّ لَى إىلََّ بىطى
نْهُ  (20170رقم:  .....)رواه احمد في مسنده، كتاب اول مسند البصريين، باب حديث عَمْرىو بن يثربي،  نَ فْسٍ مى  

”Rasulullah saw menyampaikan khutbah kepada kami sabdanya: 
Ketahuilah tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya 
kecuali dengan kerelaan hatinya”. (HR. Ahmad). Dalil-dalil ini menegaskan 
bahwa setiap bentuk pemanfaatan karya orang lain termasuk karya 

https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4173


 Devi Cantika Turnip, Imam Yazid  Vol. 14 No. 2 (2025) 

 

429 
AL-SULTHANIYAH 
DOI: https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4173 

intelektual harus didasarkan pada izin dan kerelaan pemilik hak, sebagai 
bentuk penghormatan terhadap hak milik dalam Islam. 

Namun dalam praktiknya, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara Pasal 9 ayat (2) 

dan (3) dengan Pasal 23 ayat (5). Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa setiap 
pemanfaatan hak ekonomi wajib didasarkan pada izin dari pencipta, dan ayat 
(3) melarang penggunaan ciptaan untuk kepentingan komersial tanpa izin 

tersebut. Di sisi lain, Pasal 23 ayat (5) justru membolehkan penggunaan 
komersial ciptaan dalam pertunjukan tanpa izin langsung dari pencipta, 
selama dibayarkan imbalan (royalti) melalui Lembaga Manajemen Kolektif 

(LMK). 
Ketimpangan normatif ini menciptakan celah hukum yang membuka 

kemungkinan eksploitasi hak cipta tanpa persetujuan eksplisit dari 
penciptanya. Dalam konteks hukum Islam, kondisi ini juga bertentangan 

dengan prinsip ḥifẓ al-māl (perlindungan harta) dan asas keadilan dalam 

muamalah. Bahkan, menurut kaidah fiqh: “Adh-dharar yuzāl” artinya: 
kedaruratan harus dihilangkan (Yazid, 2016), serta dalam prinsip fiqh, 
mencegah kerugian (dar' al-mafasid) lebih diutamakan daripada meraih 

keuntungan (jalb al-manafi‘) (Akbar & Yazid, 2025), sehingga persoalan ini 
patut untuk ditinjau ulang. 

Fatwa MUI menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap 
hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya 

adalah haram (MUI, 2003). Oleh karena itu, kerugian terhadap pencipta 
akibat penggunaan ciptaan tanpa izin atau tanpa kompensasi yang layak 

termasuk bentuk ẓulm (kezaliman) yang diharamkan, karena merampas hak 

orang lain tanpa alasan yang sah secara syar‘i. 
Berdasarkan analisis regulasi yang berlaku, pihak yang berkewajiban 

membayar royalti kepada pencipta melalui LMK memang tidak dijelaskan 

secara eksplisit dalam Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. 
Namun, fatwa tersebut menjadikan Undang-Undang Hak Cipta sebagai dasar 
pertimbangan, sehingga perlu merujuk pada ketentuan dalam UU Hak Cipta. 

Meskipun UU Hak Cipta juga tidak menjelaskan secara spesifik siapa yang 
memiliki kewajiban membayar royalti, undang-undang tersebut menyatakan 

bahwa setiap orang yang menggunakan karya cipta lagu wajib membayar 
royalti melalui LMK. 

Untuk memahami pihak yang bertanggung jawab, dapat dilihat dari 

regulasi turunannya yaitu Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang 
menetapkan tarif royalti untuk konser musik sebesar 2 persen dari hasil 

penjualan kotor tiket dan 1 persen dari tiket gratis . Mengingat event 
organizer (EO) adalah pihak yang mengetahui dan mengelola data penjualan 
tiket, maka EO-lah yang secara logis berkewajiban membayar royalti 

tersebut. Namun, berdasarkan asas kebebasan berkontrak, tidak menutup 
kemungkinan EO dan musisi dapat membayar royalti secara bersama-sama, 

dengan syarat kedua pihak bersikap terbuka dan transparan terkait data 
penjualan tiket. 

Pembayaran royalti dalam hal ini merupakan bentuk ‘iwadh (imbalan 

yang sah) yang diwajibkan untuk menjaga hak ekonomi pencipta. Pemerintah 
telah mengatur mekanisme pembayaran royalti melalui Peraturan 
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Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu 
dan/atau Musik. Pasal 3 ayat (1) PP tersebut menyatakan bahwa setiap orang 

dapat melakukan penggunaan komersial lagu dan/atau musik dalam 
layanan publik bersifat komersial, dengan kewajiban membayar royalti 

melalui LMKN. 
Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam: 

1. Penggunaan karya cipta tanpa izin atau kerelaan pemiliknya dan tanpa 

kompensasi yang layak adalah pelanggaran hak milik yang berdosa 
dan haram. 

2. Pembayaran royalti menjadi kewajiban syar‘i untuk menghindari 

kezaliman dan memastikan keadilan dalam transaksi (mu‘āmalah). 
Oleh karena itu, jika seseorang menggunakan karya cipta untuk 

pertunjukan komersial tanpa membayar royalti kepada pihak yang berhak, 
maka ia tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga 
melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Ini adalah 

bentuk pengambilan hak orang lain tanpa hak, dan dalam terminologi fikih 

kontemporer dapat digolongkan sebagai ghaṣb (perampasan hak). 
Sebagai langkah solutif, diperlukan peninjauan kembali terhadap UU 

Hak Cipta untuk menyelaraskan antara pasal-pasal yang kontradiktif. Selain 

itu, dibutuhkan penerapan prinsip ḥifẓ al-māl (perlindungan harta) dan adā’ 
al-ḥuqūq (penunaian hak) dalam pembentukan peraturan dan dalam praktik 

industri kreatif. Dengan demikian, sinkronisasi hukum positif dan hukum 
Islam dalam perlindungan hak cipta tidak hanya menjamin kepastian 
hukum, tetapi juga menjunjung tinggi nilai moral dan keadilan yang menjadi 

dasar dalam bermuamalah secara Islami. 
 

KESIMPULAN 
Dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian 

ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kontradiksi normatif 

antara Pasal 9 ayat (2)-(3), yang mewajibkan izin eksplisit dari pencipta, 
dengan Pasal 23 ayat (5) UU No. 28 Tahun 2014 yang memperbolehkan 
penggunaan karya tanpa izin langsung asal membayar royalti melalui LMK. 

Ketimpangan ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang perlu segera 
diselaraskan. Event Organizer (EO) adalah pihak yang paling layak dan logis 

memikul tanggung jawab pembayaran royalti karena mengelola aspek teknis 
dan komersial konser. Meski demikian, pembagian tanggung jawab dapat 
diatur dalam kontrak berdasarkan asas kebebasan berkontrak, selama 

dilakukan secara transparan dan adil. Dalam pandangan Islam, hak cipta 

merupakan bagian dari hak kekayaan (ḥuqūq māliyyah) yang harus dijaga. 
Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 menegaskan bahwa penggunaan karya tanpa 

izin atau kompensasi adalah bentuk kezaliman (ẓulm) yang diharamkan. 
Pembayaran royalti menjadi kewajiban syar'i untuk menegakkan keadilan, 

menghormati hak milik, dan menghindari perampasan (ghaṣb). 
Sehubungan dengan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti 

merekomendasikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan 
sebagai berikut: 

1. Revisi Legislasi Terkait Hak Cipta: Pemerintah, khususnya pembentuk 
undang-undang, perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang 
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Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, guna menghapus 
ketidakkonsistenan antara Pasal 9 ayat (2)-(3) dan Pasal 23 ayat (5). 

Revisi ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, konsistensi norma 
dan keadilan bagi para pencipta serta pelaku industri musik. 

2. Penyusunan Regulasi Turunan yang Operasional: Diperlukan  
peraturan turunan yang lebih operasional, rinci, dan aplikatif 
mengenai mekanisme perizinan penggunaan karya cipta dan 

pembayaran royalti dalam penyelenggaraan konser, termasuk 
parameter tanggungjawab antara EO dan musisi. Regulasi tersebut 
harus menjelaskan skema transparansi pelaporan, penghitungan 

royalti, serta sanksi atas pelanggaran. 
3. Penguatan Peran LMK dan LMKN: Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) 

dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) perlu 
meningkatkan peran aktif dalam pengawasan, edukasi, serta distribusi 
royalti secara akuntabel. Sistem pemantauan digital yang transparan 

dan dapat diakses publik harus dikembangkan untuk menjamin 
akurasi data dan distribusi yang adil. 

4. Kewajiban Transparansi oleh Event Organizer (EO): EO sebagai 
penyelenggara konser komersial wajib menyediakan laporan penjualan 
tiket secara lengkap dan akurat kepada pihak terkait, khususnya 

musisi dan LMK. Transparansi ini diperlukan dalam menghitung dan 
memastikan pembayaran royalti yang sesuai dengan ketentuan tarif 

yang berlaku. 
5. Model Kerjasama Berbasis Kontrak Adil: EO dan musisi disarankan 

untuk membuat perjanjian tertulis yang jelas dan adil terkait 

pembagian tanggung jawab pembayaran royalti, dengan prinsip 
akuntabilitas kontraktual dan keadilan distributif. Skema pembayaran 
honorarium berbasis performa (performance-based fee) juga dapat 

diterapkan untuk mendorong transparansi dan partisipasi aktif musisi 
dalam keberhasilan konser. 

6. Integrasi Nilai-nilai Hukum Islam: Pembuat kebijakan dan pelaku 
industri perlu mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam, seperti 

prinsip ḥifẓ al-māl (perlindungan harta) dan adā’ al-ḥuqūq (penunaian 

hak), dalam setiap aspek pengaturan dan implementasi hak cipta. Hal 
ini akan memperkuat keadilan dan etika dalam transaksi ekonomi 
kreatif di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. 
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